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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian penelitian beserta argumentasi yang telah 

disampaikan di atas, dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan dalam 

bentuk empat poin sebagai berikut: 

1. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg 

menjatuhkan amar putusan berupa menetapkan tanah seluas 300 m² 

menjadi harta bawaan Tergugat sedangkan tanah seluas 224 m² dan 

bangunan berupa rumah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat. 

Menetapkan bagian harta bersama Penggugat sebesar seperdua bagian 

dari harta bersama begitupun Tergugat. Pertimbangan hakim dalam 

putusan tersebut adalah bahwa meskipun Tergugat tidak dapat 

menunjukkan asli surat kepemilikan namun Tergugat dapat menunjukkan 

fotokopi dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta diakui 

oleh Penggugat bahwa Tergugat sebelum menikah memiliki tanah seluas 

300 m². Sedangkan sebagian yang lain berupa tanah seluas 224 m² dan 

rumah dengan dalil bahwa harta tersebut adalah hasil pencarian bersama 

yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan. 

2. Majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 

5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg menjatuhkan amar putusan menolak gugatan 

Penggugat. Pertimbangan majelis didasarkan pada pengakuan Penggugat 

dalam replik bahwa tanah a quo dibeli dari hasil penjualan tanah milik 

Tergugat dan emas pemberian orang tua Tergugat, dengan klausula 

tambahan bahwa pembelian dilakukan secara dicicil bersama. Namun, 

klausula tersebut tidak didukung alat bukti yang memadai, sehingga 

dinyatakan tidak terbukti dan tanah a quo dikualifikasikan sebagai harta 

pribadi milik Tergugat. Terhadap rumah, meskipun Tergugat yang 

membangunnya, namun karena pembayaran bersumber dari gaji yang 
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diperoleh selama perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 35 UUP rumah 

dinyatakan sebagai harta bersama. Majelis hakim tidak menerapkan Pasal 

97 KHI, melainkan menggunakan pembagian berbasis kontribusi, dengan 

komposisi 20% untuk Penggugat dan 80% untuk Tergugat. Bagian 

Penggugat dinilai telah habis karena digunakan untuk kepentingan 

pribadinya melalui penjualan harta Tergugat dan harta bersama. 

3. Majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 

K/Ag/2023 menjatuhkan amar putusan berupa menetapkan harta 

bersama berupa rumah dan menetapkan bagian seperdua masing-masing 

untuk Penggugat dan Tergugat. Adapun pertimbangan hukum hakim 

adalah tanah a quo menjadi harta bawaan Tergugat dengan dalil bahwa 

Tergugat yang membeli tanah tersebut dan adanya ketidaklogisan 

Penggugat yang mendalilkan ikut membeli padahal penghasilan 

Penggugat hanya sebesar Rp500.000,00 perbulan. Mengenai rumah, 

hakim kasasi mempertimbangkan menjadi harta bersama karena 

dibangun ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga. 

4. Analisis yuridis dari ketiga putusan tersebut mengenai penyelesaian 

perkara harta bersama di atas harta bawaan adalah bahwa pada putusan 

tingkat pertama, majelis hakim membagi seluas 300  m² menjadi harta 

bawaan Tergugat dan 224 m² menjadi harta bersama berdasarkan 

pertimbangan hukum melalui fakta bahwa Tergugat ada membawa harta 

ke dalam perkawinan berupa hasil penjualan hasil tanah seluas 300 m² 

(pengakuan Penggugat). Sedangkan pada putusan tingkat banding, majelis 

hakim berpendapat bahwa tanah a quo  yaitu seluas 524  m² adalah harta 

pribadi Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 

dan pengakuan berklausul oleh Penggugat yang tidak terbukti. Dalam 

putusan tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa tanah seluas 524  m² 

(357 m² + 167 m²) adalah harta bawaan Tergugat karena perolehan tanah 

bersumber dari penjualan tanah pribadi milik Tergugat dan pemberian 
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orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak terbukti ikut membeli 

tanah tersebut. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan secara rinci di atas, maka 

saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Teruntuk para hakim dalam memutus perkara harta bersama yang berdiri 

di atas harta bawaan, hakim perlu melakukan pemisahan analisis yang 

tegas antara status tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai 

harta yang diperoleh selama perkawinan.  

2. Hakim dalam memeriksa perkara harta bersama perlu melakukan 

penilaian komprehensif terhadap keseluruhan fakta sengketa. Pembagian 

setengah bagian sebagaimana diatur Pasal 97 KHI tidak bersifat mutlak 

dan harus disesuaikan dengan kontribusi para pihak. Selain itu, penerapan 

larangan ultra petita wajib dijaga karena pelanggaran terhadapnya 

berpotensi mengaburkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. 

3. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar kajian serupa 

dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan yang lebih menyeluruh 

sehingga dapat memperkaya analisis dan menghasilkan temuan ilmiah 

yang lebih komprehensif. 
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